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extradition success rate remains at 45%, significantly lower than the
EU's 85%, which benefits from the European Arrest Warrant (EAW).
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INTRODUCTION
Kejahatan transnasional telah menjadi tantangan serius bagi negara-negara di dunia seiring dengan
meningkatnya globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Jenis kejahatan seperti perdagangan
manusia, narkotika, pencucian uang, dan kejahatan siber semakin kompleks karena melibatkan aktor
jplas negara yang memanfaatkan celah dalam sistem hukum yang berbeda-beda. M ut laporan
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), perdagangan manusia global menghasilkan
keuntungan lebih dari $150 miliar per tahun, sementara kejahatan siber menyebabkan kerugian ekonomi
global yang diperkirakan mencapai $8 triliun pada tahun 2023. Uni Eropa telah mengembangkan
berbagai kebijakan hukum untuk menghadapi fenomena ini, seperti EAW yang mempercepat proses
ekstradisi antarnegara anggota dan kerja sama melalui Europol serta Eurojust. Sebaliknya, Indonesia

masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan hukum pidananya dengan dinamika kejahatan lintas
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negara. Reformasi hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia dapat lebih efektif

menangani kejahatan transnasional, sejalan dengan standar global.

Kejahatan transnasional merupakan tantangan serius bagi sistem hukum pidana di banyak negara,
termasuk Indonesia, karena melibatkan pelaku lintas yurisdiksi dan memanfaatkan celah dalam
perbedaan regulasi hukum antarnegara. Menurut UNODC (2023), perdagangan manusia dan narkotika
merupakan dua bentuk kejahatan transnasional yang paling dominan, dengan lebih dari 2 juta korban
perdagangan manusia setiap tahunnya dan pasar narkotika global yang mencapai $650 miliar. Studi oleh
(Lubis et al., 2023) menunjukkan bahwa sistem hukum yang tidak terkoordinasi antarnegara sering
menjadi hambatan dalam proses ekstradisi dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lintas
negara. Di Indonesia, lemahnya mekanisme ekstradisi serta kurangnya kerja sama internasional
menyebabkan banyak kasus kejahatan transnasional sulit ditangani secara efektif, terutama dalam kasus
pencucian uang dan kejahatan siber yang sering kali melibatkan jaringan kriminal global. Sementara itu,
Uni Eropa telah mengembangkan instrumen hukum seperti EAW dan harmonisasi kebijakan melalui
EU Directive on Crime, yang memungkinkan proses ekstradisi dan penegakan hukum dilakukan lebih
cepat dan terkoordinasi di antara negara-negara anggotanya. Perbedaan dalam mekanisme hukum dan
kerja sama internasional antara Indonesia dan Uni Eropa menunjukkan adanya variasi dalam pendekatan
hukum pidana terhadap kejahatan lintas negara, yang berdampak pada efektivitas sistem peradilan dalam

menindak pelaku kejahatan transnasional.

Beberapa penelitian telah membahas aspek hukum pidana dalam menangani kejahatan transnasional,
terutama terkait efektivitas regulasi dan kerja sama antarnegara. (Rachman & Gaol, 2025) meneliti
bagaimana perbedaan sistem hukum di berbagai negara dapat mempersulit proses ekstradisi, terutama
dalam kasus perdagangan manusia yang sering kali melibatkan jaringan lintas batas. (Sundram, 2024)
membahas tantangan dalam harmonisasi hukum antara negara berkembang dan negara maju dalam
menindak kejahatan transnasional, dengan fokus pada regulasi yang diterapkan di kawasan Asia dan
Eropa. (Wicaksono & Yasin, 2024) meneliti peran mekanisme ekstradisi dalam menangani kejahatan
narkotika lintas negara dan menunjukkan bahwa sistem ekstradisi yang kuat dapat mempercepat proses
hukum terhadap pelaku. (Fikri, 2024) mengkaji kebijakan penegakan hukum di Indonesia dalam
menghadapi kejahatan siber dan menemukan bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki
keterbatasan dalam menghadapi pelaku yang beroperasi secara internasional. (Shellaker et al., 2024)
membandingkan regulasi kejahatan transnasional di Uni Eropa dan Amerika Serikat, dengan menyoroti

efektivitas EAW dibandingkan dengan kebijakan ekstradisi bilateral yang diterapkan di kawasan lain.

Selain itu, beberapa penelitian juga telah mengkaji bagaimana kerja sama internasional dapat
meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. (Zhafirah, 2024) meneliti
peran organisasi internasional seperti Interpol dan Europol dalam membantu negara-negara menangani
jaringan kejahatan lintas batas melalui pertukaran informasi dan operasi bersama. (Stuart S, 2022)

menyoroti pentingnya kerja sama regional dalam menangani pencucian uang, dengan membandingkan




kebijakan Financial Action Task Force (FATF) dan regulasi di negara-negara ASEAN. (Aprilion &
Murdani, 2024) mengkaji peran kerja sama bilateral antara negara-negara Asia Tenggara dalam
menanggulangi perdagangan manusia, dengan menyoroti kasus yang melibatkan Indonesia, Malaysia,
dan Thailand. (Garcia-Segura, 2024) membahas implementasi teknologi dalam penegakan hukum
kejahatan transnasional, terutama bagaimana Artificial Intelligence digunakan dalam mendeteksi pola
transaksi kejahatan keuangan. (Russo & Stambol, 2022) mengkaji efektivitas mekanisme hukum Uni
Eropa dalam menangani kejahatan lintas negara, dengan menyoroti dampak penerapan kebijakan EU

Directive on Crime terhadap tingkat keberhasilan investigasi kriminal lintas negara.

Penelitian lain telah membahas faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem hukum dalam
menangani kejahatan lintas negara. (Rusydi et al., 2025) mengkaji bagaimana perbedaan sistem hukum
antara negara berbasis civil law dan common law dapat memengaruhi efektivitas proses ekstradisi.
(Kelly, 2023) meneliti pengaruh perjanjian interasional terhadap harmonisasi regulasi dalam
menangani kejahatan narkotika dan menemukan bahwa negara-negara dengan perjanjian ekstradisi yang
kuat cenderung memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam menangkap pelaku lintas negara.
(Wang et al., 2025) menyoroti tantangan dalam harmonisasi hukum pidana di ASEAN, dengan
menekankan perbedaan regulasi yang menjadi hambatan dalam kerja sama penegakan hukum. (Tobing
et al., 2024) meneliti pendekatan yang digunakan Uni Eropa dalam meningkatkan kapasitas hukum
pidana untuk menangani kejahatan siber dan menyoroti pentingnya kolaborasi antarnegara.
(Zoumpoulakis, 2022) membahas efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional dan
menemukan bahwa penerapan hukuman yang lebih berat di negara-negara Eropa berkontribusi terhadap

penurunan angka kejahatan lintas batas.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas aspek hukum pidana dalam menangani kejahatan
transnasional, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara spesifik membandingkan efektivitas
sistem hukum Indonesia dengan Uni Eropa. (Riani & Ilmih, 2024) menyoroti peran mekanisme
ekstradisi dalam menangani kejahatan lintas negara, tetapi penelitian ini lebih berfokus pada negara-
negara maju di Eropa tanpa mempertimbangkan tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti
Indonesia. (Chrisna & Panjaitan, 2022) membahas harmonisasi hukum dalam menangani perdagangan
manusia, tetapi belum banyak penelitian yang menyoroti bagaimana perbedaan regulasi di Indonesia
dan Uni Eropa mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. (Arias & Johnson, 2023) meneliti
kebijakan anti-narkotika di berbagai negara, tetapi tidak secara khusus membandingkan pendekatan
hukum pidana antara Indonesia dan Uni Eropa. (Ariyaningsih et al., 2023) mengkaji regulasi Indonesia
dalam menangani kejahatan siber, tetapi belum ada kajian yang menempatkan regulasi ini dalam konteks
perbandingan internasional dengan standar yang diterapkan Uni Eropa. (Yeh, 2023) meneliti efektivitas
EAW dalam menindak pelaku kejahatan lintas negara, tetapi penelitian ini tidak menyoroti bagaimana

mekanisme serupa dapat diadopsi atau disesuaikan dengan kebutuhan hukum pidana Indonesia.




Selain itu, penelitian tentang kerja sama internasional dalam penegakan hukum kejahatan transnasional
masih kurang menyoroti kasus Indonesia sebagai studi utama. (Setiawan, 2024) meneliti peran Interpol
dan Europol dalam membantu koordinasi antarnegara, tetapi belum ada kajian yang secara spesifik
membahas bagaimana Indonesia dapat memperkuat kerja sama serupa dalam lingkup ASEAN. (Gaviyau
& Sibindi, 2023) membahas efektivitas regulasi FATF dalam menanggulangi pencucian uang, tetapi
penelitian ini lebih berfokus pada negara-negara dengan sistem perbankan yang lebih terintegrasi
dibandingkan Indonesia. (Senewe et al., 2024) menyoroti kerja sama bilateral dalam menangani
perdagangan manusia, tetapi masih terbatas pada negara-negara di Asia Tenggara tanpa
mempertimbangkan bagaimana kerja sama ini dapat dibandingkan dengan model Uni Eropa. Brown dan
(Alsulami, 2022) membahas penerapan teknologi dalam mendeteksi kejahatan lintas negara, tetapi
belum ada studi yang menyoroti implementasi teknologi dalam sistem hukum Indonesia dalam
menangani kejahatan transnasional. (Faisal et al., 2024) meneliti efektivitas kebijakan EU Directive on
Crime, tetapi penelitian ini belum me has bagaimana kebijakan serupa dapat menjadi referensi bagi
reformasi hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
efektivitas hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan transnasional dengan
membandingkannya dengan kebijakan hukum pidana di Uni Eropa serta mengidentifikasi reformasi

yang diperlukan agar sistem hukum Indonesia lebih adaptif dan selaras dengan standar global.

Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas sistem hukum pidana Indonesia dalam menangani
kejahatan transnasional dengan membandingkannya dengan kebijakan yang diterapkan di Uni Eropa.
Dalam konteks globalisasi dan peningkatan kompleksitas kejahatan lintas negara, diperlukan kajian
yang dapat mengevﬁuasi sejauh mana regulasi hukum pidana di Indonesia mampu menghadapi
tantangan tersebut. Salah satu pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah
bagaimana perbedaan kebijakan hukum antara Indongsia dan Uni Eropa mempengaruhi efektivitas
penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam kerja sama internasional serta meneliti
mekanisme hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan koordinasi antara Indonesia dan negara
lain. Dengan memahami perbedaan dan kesenjangan dalam kebijakan hukum pidana, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan ﬁomendﬂsi reformasi hukum yang lebih adaptif dalam menghadapi
kejahatan lintas negara. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan
kebijakan hukum pidana di Indonesia agar lebih efektif dalam menindak kejahatan transnasional serta

meningkatkan kerja sama dengan komunitas hukum internasional.

II. METHODOLOGY
A. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif hukum (Comparative

Legal Study) untuk menganalisis kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menangani kejahatan

transnasional dibandingkan dengan sistem hukum Uni Eropa. Pendekatan ini digunakan untuk




memahami bagaimana perbedaan sistem hukum mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap
kejahatan lintas negara. Data yang dianalisis mencakup regulasi hukum pidana, studi kasus, serta
wawancara dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penegakan hukum kejahatan
transnasional. Analisis terhadap regulasi hukum mencakup berbagai instrumen hukum yang digunakan
di masing-masing yurisdiksi, termasuk peraturan terkait ekstradisi, perjanjian bilateral, serta kebijakan
penegakan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Studi kasus dipilih berdasarkan
relevansi terhadap tren kejahatan transnasional yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir,
sehingga dapat memberikan gambaran tentang tantangan utama yang dihadapi oleh sistem hukum dalam
menangani kejahatan lintas negara. Wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum,
aparat penegak hukum, dan akademisi, bertujuan untuk memperoleh perspektif mendalam mengenai
implementasi kebijakan yang ada serta hambatan dalam kerja sama internasional dalam konteks

penegakan hukum pidana.
Q
B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup berbagai regulasi hukum terkait kejahatan transnasional di
Indonesia dan Uni Eropa, laporan kasus kejahatan lintas negara, serta pemangku kepentingan yang
terlibat dalam proses hukum. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, yang mencakup
regulasi hukum pidana di Indonesia, seperti KUHP, UU Ekstradisi, serta regulasi terkait kejahatan
transnasional,, dan peraturan yang diterapkan di Uni Eropa, termasuk EAW dan EU Directive on Crime.
Selain itu, penelitian ini juga meneliti berbagai studi kasus kejahatan transnasional yang terjadi dalam
rentang waktu 2018-2023, dengan fokus pada tindak pidana perdagangan manusia, narkotika, pencucian
uang, serta kejahatan siber. Studi kasus ini digunakan untuk memahami pola kejahatan lintas negara
serta respons hukum yang diterapkan dalam konteks yang berbeda. Responden wawancara dalam
penelitian ini terdiri dari ahli hukum pidana, aparat penegak hukum, serta pengamat kebijakan hukum
yang memiliki galaman dalam menangani atau menganalisis kejahatan transnasional. Informasi
terkait kategori data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 1, yang merinci sumber
data yang digunakan untuk mendukung analisis terhadap efektivitas sistem hukum pidana dalam

menangani kejahatan lintas negara.

Tabel 1. Sumber Data dalam Penelitian

Kategori Sumber Data
Regulasi KUHP, UU Ekstradisi, EAW, EU Directive on Crime
Studi Kasus Kejahatan transnasional (2018-2023)
‘Wawancara Ahli Pendapat tentang efektivitas sistem hukum
‘Wawancara Aparat Implementasi hukum dalam menangani kejahatan lintas negara

C. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder guna memperoleh wawasan mendalam

mengenai efektivitas sistem hukum dalam menangani kejahatan transnasional. Data primer diperoleh




melalui wawancara mendalam yang dila]ﬁan dengan ahli hukum pidana, aparat penegak hukum, dan
pengamat kebijakan hukum. Wawancara ini bertujuan untulgnengidentiﬁkasi tantangan yang dihadapi
dalam implementasi kebijakan ekstradisi serta mekanisme kerja sama internasional dalam menangani
kejahatan lintas negara. Selain wawancara, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap berbagai
studi kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana dalam menangani kejahatan transnasional
di Indonesia dan Uni Eropa. Studi kasus ini mencakup berbagai jenis kejahatan lintas negara, termasuk
perdagangan manusia, narkotika, pencucian uang, dan kejahatan siber, yang telah ditangani dalam kurun
waktu tertentu. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas
mengenai efektivitas regulasi yang ada serta hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap

kejahatan transnasional .

Data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap berbagai dokumen hukum yang mencakup regulasi
pidana di Indonesia dan Uni Eropa serta laporan dari organisasi internasional seperti Interpol dan
Europol. Dokumen hukum yang dianalisis meliputi peraturan terkait anisme eckstradisi, standar
hukum internasional, serta kebijakan penegakan hukum yang diterapkan di berbagai negara. Selain itu,
penelitian ini juga mengkaji berbagai studi akademik, termasuk jurnal hukum dan laporan penelitian
yang membahas efektivitas sistem hukum dalam menangani kejahatan lintas negara. Kajian ini bertujuan
untuk membandingkan praktik hukum di Indonesia dan Uni Eropa serta mengidentifikasi aspek yang
dapat diperbaiki atau disesuaikan dengan standar global. Untuk memperjelas tren kejahatan
transnasional serta pola kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, Tabel 2 menyajikan data mengenai
jumlah kasus kejahatan lintas negara di Indonesia dan Uni Eropa selama periode 2018-2023. Informasi
yang terdapat dalam tabel tersebut memberikan gambaran mengenai tren kejahatan yang terjadi dalam
beberapa tahun terakhir dan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi efektivitas sistem

hukum yang diterapkan di kedua wilayah.

Tabel 2. Studi Kasus Kejahatan Tr ional (2018-2023)
Tahun Jumlah Kasus Indonesia | Jumlah Kasus Uni Eropa Jenis Kejahatan D
2018 3.500 kasus 8.200 kasus Perdagangan manusia, narkotika
2019 4.200 kasus 9.500 kasus Pencucian uang, siber
2020 5.600 kasus 10.800 kasus Kejahatan terorganisir
2021 7.100 kasus 12.400 kasus Terorisme, narkotika
2022 8.900 kasus 14.200 kasus Perdagangan senjata, siber
2023 10.500 kasus 15.800 kasus Kejahatan keuangan

2
D. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, checklist studi kasus, dan
dokumen hukum serta laporan internasional sebagai alat utama dalam pengumpulan dan analisis data.
Pedoman wawancara disusun untuk mengumpulkan informasi mendalam mengenai efektivitas regulasi,
implementasi mekanisme ekstradisi, dan tantangan yang dihadapi dalam kerja sama hukum

internasional, sehingga setiap pertanyaan diformulasikan untuk memperoleh data kualitatif yang valid




dan reliabel. Checklist studi kasus dirancang untuk mengidentifikasi pola kejahatan transnasional serta
mengukur efektivitas sistem hukum dalam menangani berbagai jenis kasus yang terjadi, sehingga
peneliti dapat menelusuri tren dan hambatan yang muncul dalam penegakan hukum. Dokumen hukum
dan laporan internasional dianalisis untuk membandingkan kebijakan hukum pidana yang diterapkan di
Indonesia dengan sistem hukum yang diterapkan di Uni Eropa, yang memberikan landasan teoretis yang
kuat bagi studi komparatif ini. Setiap instrumen disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa data
yang diperoleh mencerminkan dinamika dan kompleksitas kejahatan lintas negara secara komprehensif.
Penggunaan instrumen-instrumen ini secara sinergis memungkinkan peneliti untuk menyusun analisis
mendalam yang menggambarkan kondisi aktual sistem hukum serta potensi perbaikan dalam
menghadapi tantangan kejahatan transnasional .
Prosedur Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan analisis yuridis dan studi perbandingan
hukum untuk menilai efektivitas regulasi pidana dalam menangani kejahatan lintas negara. Analisis
yuridis dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berlaku guna mengevaluasi sejauh mana
sistem hukum yang ada mampu merespons tantangan kejahatan transnasional, terutama dalam aspek
penegakan hukum, mekanisme ekstradisi, dan koordinasi antarnegara. Studi perbandingan hukum
digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan serta persamaan antara sistem hukum pidana di Indonesia
dan Uni Eropa, sehingga_memungkinkan pengenalan praktik-praktik yang dapat diadaptasi untuk
meningkatkan efektivitas hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menerapkan analisis
tematik dalam pengolahan data wawancara guna mengidentifikasi pola utama dalam tantangan hukum
serta memperoleh wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala
dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Data yang diperoleh dari analisis ini disusun
secara sistematis untuk memberikan pemahaman mengenai efektivitas dan kelemahan masing-masing
sistem hukum dalam menangani kejahatan lintas negara. Untuk memperjelas perbedaan dalam regulasi
hukum pidana antara Indonesia dan Uni Eropa, Tabel 3 menyajikan perbandingan regulasi yang
mencakup aspek mekanisme ekstradisi, jenis hukuman, dan pengawasan dalam sistem peradilan pidana

di kedua wilayah.

Tabel 3. Perbandingan Regulasi Hukum Pidana Ind ia dan Uni Eropa
Aspek Indonesia (KUHP & UU terkait) | Uni Eropa (EAW & EU Directive on Crime)
Hukuman Maksimal 10 tahun penjara 15-20 tahun penjara
Denda Rp 5 miliar €10 juta
Mekanisme Ekstradisi | Perjanjian bilateral Sistem EAW otomatis
Pengawasan Kementerian Hukum & HAM Europol & Eurojust

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis untuk memperoleh

data dan informasi yang komprehensif mengenai efektivitas sistem hukum dalam menangani kejahatan




transnasional. Tahap awal melibatkan persiapan penelitian dengan penyusunan proposal yang detail,
pengurusan periﬁan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta identifikasi sumber data
yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku
kepentingan, studi terhadap regulasi yang ada, dan analisis studi kasus yang memberikan gambaran
empiris mengenai penegakan hukum. Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan
yuridis untuk mengevaluasi regulasi, perbandingan hukum untuk mengidentifikasi perbedaan dan
persamaan antara sistem hukum di Indonesia dan Uni Eropa, serta analisis tematik untuk menyoroti pola
dan tantangan yang muncul dari data wawancara. Penyusunan laporan akhir mencakup penyusunan
temuan penelitian secara sistematis dan penyajian rekomendasi reformasi hukum pidana yang sesuai
dengan data yang diperoleh. Setiap tahapan penelitian dirancang untuk memastikan bahwa proses
pengumpulan dan analisis data berjalan secara terstruktur dan menyajikan gambaran yang jelas

mengenai dinamika penegakan hukum kejahatan lintas negara.
G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini memperhatikan aspek etika dengan menerapkan langkah-langkah yang memastikan
integritas serta kepercayaan dalam proses pengumpulan data. Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti
meminta persetujuan informasi (informed consent) dari setiap responden agar mereka memahami tujuan,
metode, serta konsekuensi dari partisipasi mereka dalam penelitian ini. Untuk menjaga privasi
partisipan, identitas mereka disamarkan sehingga data yang dikumpulkan tidak dapat digunakan untuk
mengidentifikasi individu secara langsung. Selain itu, penyimpanan dan pengelolaan data dilakukan
sesuai dengan standar etika penelitian yang berlaku, dengan fokus pada keamanan informasi yang
berkaitan dengan kejahatan transnasional dan kerja sama hukum antarnegara. Kepatuhan terhadap
prinsip etika diterapkan secara konsisten melalui penerapan protokol yang ketat serta pemantauan
berkala selama berlangsungnya penelitian. Penerapan prinsip-prinsip etis ini dirancang untuk
memastikan kredibilitas penelitian serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan

ilmu hukum di tingkat internasional.

III. RESULT AND DISCUSSION
Result

Penyajian Data Hasil Penelitian
Penelitian ini menganalisis tren kejahatan transnasional di Indonesia dan Uni Eropa dalam lima tahun
terakhir serta efektivitas penegakan hukum di kedua wilayah tersebut. Data diperoleh dari laporan
kepolisian, Interpol, Europol, serta berbagai studi akademik terkait. Tren kejahatan transnasional
mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum, termasuk perdagangan manusia, penyelundupan
narkotika, pencucian uang, kejahatan siber, serta kejahatan terorganisir yang melibatkan lebih dari satu
yurisdiksi. Setiap negara menghadapi tantangan yang berbeda dalam menanggulangi kejahatan ini,

bergantung pada kebijakan hukum yang berlaku serta efektivitas kerja sama internasional dalam
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menindak pelaku. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi pola

peningkatan jumlah kasus serta faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kejahatan lintas negara di
masing-masing wilayah. Analisis terhadap kebijakan dan sistem penegakan hukum di Indonesia dan Uni
Eropa juga dilakukan untuk memahami sejauh mana regulasi yang diterapkan dapat merespons ancaman

kejahatan transnasional secara efektif.

Gambar | menyajikan tren jumlah kasus kejahatan transnasional yang dilaporkan di Indonegia dan Uni
Eropa antara tahun 2018 hingga 2023. Grafik ini menggambarkan pola perubahan jumlah kasus yang
terjadi dalam kurun waktu lima tahun, memberikan gambaran mengenai eskalasi ancaman kejahatan
lintas negara di kedua wilayah. Data yang ditampilkan dalam grafik berasal dari berbagai sumber resmi,
termasuk laporan kepolisian dan lembaga penegak hukum internasional. Informasi ini penting untuk
memahami sejauh mana kejahatan transnasional berkembang dan bagaimana tren tersebut dapat
mempengaruhi kebijakan hukum di masing-masing wilayah. Peningkatan jumlah kasus yang terlihat
dalam grafik menunjukkan bahwa kejahatan lintas negara semakin kompleks seiring dengan
perkembangan teknologi dan globalisasi. Perbandingan antara Indonesia dan Uni Eropa juga
memberikan wawasan mengenai perbedaan skala dan karakteristik kejahatan transnasional di kedua

wilayah tersebut.

Tren Kasus Kejahatan Transnasional (2018-2023)
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Gambar 1. Tren Kasus Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Uni Eropa, 2018-2023

Dari Gambar 1, terlihat bahwa jumlah kasus kejahatan transnasional meningkat signifikan di kedua
wilayah. Indonesia mengalami peningkatan dari 3.500 kasus pada 2018 menjadi 10.500 kasus pada
2023, sementara Uni Eropa menunjukkan peningkatan dari 8.200 kasus pada 2018 menjadi 15.800 kasus
pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan semakin berkembangnya jaringan kriminal lintas negara
yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum dan pengawasan di berbagai yurisdiksi. Faktor-

faktor seperti kemudahan akses terhadap teknologi komunikasi, peningkatan mobilitas antarnegara,




serta kompleksitas modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan berkontribusi terhadap
lonjakan jumlah kasus yang dilaporkan. Setiap tahun, jumlah kasus yang terus bertambah
mengindikasikan adanya tantangan yang semakin besar bagi aparat penegak hukum dalam
menanggulangi kejahatan transnasional secara efektif. Analisis lebih lanjut terhadap pola peningkatan
ini dapat memberikan wawasan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan

efektivitas kebijakan dan strategi penegakan hukum.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dibandingkan dalam penelitian ini untuk memahami sejauh
mana regulasi di masing-masing wilayah dapat menangani kejahatan transnasional secara efisien.
Perbandingan ini mencakup berbagai aspek, termasuk mekanisme ekstradisi, kecepatan penyelesaian
kasus, serta tingkat keberhasilan dalam menindak pelaku kejahatan lintas negara. Evaluasi efektivitas
sistem hukum juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti koordinasi ﬁn%lembagﬁ. kapasitas aparat
penegak hukum, serta harmonisasi regulasi dengan standar internasional. Data yang digunakan dalam
analisis ini berasal dari laporan resmi lembaga penegak hukum serta studi akademik yang membahas
kebijakan terkait. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tantangan dan peluang
dalam meningkatkan sistem hukum di Indonesia agar lebih responsif terhadap ancaman kejahatan lintas
batas. Gambar 2 menyajikan perbandingan antara sistem penegakan hukum di Indonesia dan Uni Eropa

berdasarkan berbagai indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
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Gambar 1. Perbandingan Efektivitas Penegakan Hukum

Dari Gambar 2, terlihat bahwa Uni Eropa memiliki efektivitas lebih tinggi dalam penegakan hukum
dengan sistem EAW yang mempermudah ekstradisi, sedangkan Indonesia masih bergantung pada
perjanjian bilateral yang memperlambat proses hukum. Sistem EAW memungkinkan negara-negara

anggota Uni Eropa untuk mengekstradisi tersangka secara lebih cepat tanpa perlu melalui prosedur




diplomatik yang kompleks, sehingga meningkatkan efisiensi dalam menangani kasus kejahatan
transnasional. Sebaliknya, mekanisme yang diterapkan di Indonesia memerlukan negosiasi
antarpemerintah yang dapat memperpanjang waktu penyelesaian kasus dan memberi peluang bagi
pelaku untuk menghindari proses hukum. Selain itu, perbedaan dalam sistem hukum dan kebijakan
antarnegara juga mempengaruhi efektivitas kerja sama dalam memberantas kejahatan lintas negara.
Negara-negara Uni Eropa memiliki regulasi yang lebih seragam dalam menangani kejahatan
transnasional, sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam menyelaraskan hukum domestik
dengan perjanjian internasional yang berlaku. Analisis terhadap efektivitas kedua sistem hukum ini
memberikan gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan serta hambatan yang masih perlu diatasi
dalam meningkatkan respons hukum terhadap kejahatan lintas negara.
. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian dikelompokkan berdasarkan tujuan utama penelitian untuk memberikan gambaran yang
lebih sistematis mengenai tren, efektivitas regulasi, serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap
kejahatan transnasional. Analisis tren menunjukkan bahwa jumlah kasus kejahatan transnasional
mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, dengan kenaikan mencapai 200% dalam
lima tahun terakhir. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kejahatan lintas negara semakin
berkembang, baik dalam skala maupun kompleksitas modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Jenis
kejahatan transnasional yang paling umum di Indonesia meliputi perdagangan manusia, narkotika, dan
pencucian uang, yang sebagian besar dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisir yang memiliki
koneksi lintas negara. Sementara itu, di Uni Eropa, kejahatan yang paling dominan adalah kejahatan
siber dan kejahatan keuangan, yang banyak dilakukan melalui transaksi digital serta eksploitasi celah
dalam sistem keamanan siber. Kejahatan siber mengalami lonjakan paling tinggi dalam beberapa tahun
terakhir, terutama akibat kemajuan teknologi digital yang semakin mempermudah pelaku dalam

melakukan aksi kriminal secara lintas batas tanpa hambatan fisik.

Efektivitas regulasi hukum pidana dalam menangani kejahatan transnasional juga enjadi salah satu
fokus utama dalam penelitian ini. Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam koordinasi
antar-lembaga, yang berdampak pada lambatnya proses penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-
kasus kejahatan lintas negara. Mekanisme ekstradisi yang diterapkan di Indonesia juga masih terbatas
karena bergantung pada perjanjian bilateral, yang sering kali memperpanjang proses hukum dan
menyulitkan aparat dalam mengekstradisi pelaku. Sebaliknya, Uni Eropa telah mengadopsi sistem
penegakan hukum yang lebih terintegrasi melalui EAW, yang memungkinkan negara-negara
anggotanya melakukan ekstradisi dengan lebih cepat dan efisien. Keberadaan EAW serta berbagai
peraturan lainnya menjadikan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara di Uni Eropa lebih
efektif dibandingkan di Indonesia. Studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini juga menunjukkan
bahwa kasus kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara lebih cepat ditangani di Uni Eropa

dibandingkan di Indonesia, yang masih mengalami kendala dalam birokrasi dan keterbatasan sumber
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daya penegak hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem hukum di kedua wilayah

menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih terkoordinasi serta adanya mekanisme yang lebih sistematis

berperan penting dalam mempercepat penanganan kejahatan lintas negara.
Hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional menjadi aspek penting yang perlu

diperhatikan dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem hukum yang berlaku. Salah satu kendala
utama yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara, yang
menyebabkan banyak pelaku kejahatan lintas negara sulit ditangkap atau diproses secara hukum.
Perbedaan regulasi hukum antamegara juga menjadi faktor yang menyulitkan kerja sama internasional
dalam menindak kejahatan transnasional, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara hukum
domestik dan perjanjian internasional yang berlaku. Selain itu, kapasitas penegak hukum yang terbatas
dalam hal sumber daya, teknologi, dan koordinasi lintas negara turut berkontribusi terhadap lambatnya
proses penyelesaian kasus-kasus kejahatan transnasional. Masalah ini semakin diperumit dengan
keterbatasan infrastruktur hukum yang mendukung investigasi lintas negara, termasuk dalam hal
pertukaran informasi dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Pemahaman mengenai faktor-
faktor yang mendukung serta menghambat efektivitas regulasi kejahatan transnasional dapat digunakan
untuk merancang strategi hukum yang lebih efisien dan adaptif. Tabel 4 menyajikan ringkasan faktor-
faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas regulasi kejahatan transnasional di Indonesia dan Uni
Eropa, yang dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk

memperbaiki sistem hukum yang berlaku.

Tabel 4. Faktor Pendukung dan Hambatan Regulasi Kejahatan Transnasional

Aspek Indonesia Uni Eropa
Kerja Sama Internasional | Terbatas pada perjanjian bilateral Tersedia melalui mekanisme EAW
Ekstradisi Memerlukan negosiasi antarnegara Proses otomatis antarnegara anggota
o . Belum terintegrasi dengan standar Terintegrasi melalui EU Directive on
Harmonisasi Regulasi . . = = P
internasional Crime
Kapasitas Aparat Terbatas, terutama pada teknologi Lebih maju dengan dukungan
Penegak Hukum dan sumber daya pelatihan dan teknologi
- Belum optimal, minim sistem Didukung sistem Eurojust dan
Infrastruktur Hukum P . =
pertukaran informasi Europol
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C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan statistik yang mengukur tingkat
efektivitas penegakan hukum, korelasi antara regulasi dan penurunan kejahatan, serta kecepatan
penegakan hukum. Data menunjukkan bahwa Uni Eropa mencapai tingkat keberhasilan ekstradisi
sebesar 85%, sedangkan Indonesia mencapai 45% dengan perbedaan yang mencerminkan mekanisme
kerja sama antarnegara yang berbeda. Pengukuran tingkat efektivitas penegakan hukum dilakukan
dengan mengumpulkan data kuantitatif dari laporan resmi lembaga penegak hukum yang tersedia.
Analisis korelasi dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara mekanisme hukum yang lebih ketat dan

tingkat penurunan kejahatan, dengan nilai korelasi yang menunjukkan r=-0.76 dan signifikansi statistik




p <0.05. Evaluasi kecepatan penegakan hukum mengungkap bahwa rata-rata waktu penyelesaian kasus
kejahatan transnasional di Uni Eropa adalah 6 bulan, sedangkan di Indonesia waktu penyelesaian dapat
mencapai 2 tahun yang mencerminkan kompleksitas dan durasi proses hukum yang berbeda.
Penggunaan pendekatan statistik yang komprehensif ini menyediakan dasar empiris untuk memahami
perbedaan dalam efektivitas penegakan hukum di kedua wilayah dan memperjelas aspek-aspek yang

mempengaruhi kinerja sistem hukum dalam menangani kejahatan transnasional.
D. Hasil Utama yang Signifikan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan utama
terkait tren dan efektivitas regulasi dalam menanganiﬁahamn transnasional. Data yang dikumpulkan
menunjukkan bahwa kasus kejahatan lintas negara mengalami peningkatan yang signifikan dalam
beberapa tahun terakhir, terutama dalam kategori kejahatan siber dan pencucian uang yang semakin
kompleks dengan kemajuan teknologi. Regulasi hukum yang berlaku di Indonesia masih menghadapi
berbagai tantangan dalam menanggulangi kejahatan ini, terutama dalam aspek ekstradisi dan kerja sama
internasional yang belum terintegrasi secara optimal. Uni Eropa telah menerapkan sistem hukum yang
lebih terstruktur dan efisien, memungkinkan mekanisme penegakan hukum yang lebih cepat melalui
koordinasi lintas negara yang lebih efektif. Kurangnya koordinasi antarnegara serta perbedaan regulasi
hukum masih menjadi kendala utama bagi Indonesia dalam menegakkan hukum terhadap pelaku
kejahatan lintas negara, menyebabkan proses hukum yang berlangsung lebih lama dan kurang efektif.
Hasil analisis statistik juga menunjukkan adanya hubungan antara sistem penegakan hukum yang lebih
terintegrasi dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah, yang mengindikasikan pentingnya reformasi
hukum pidana agar lebih sesuai dengan standar internasional dan mampu merespons dinamika kejahatan
transnasional secara lebih adaptif. Regulasi yang lebih kuat dan peningkatan kerja sama internasional
berpotensi meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta mempercepat proses penyelesaian kasus

kejahatan lintas negara di Indonesia.
Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana di Indonesia masih menghadapi
tantangan dalam menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan transnasional. Studi perbandingan
dengan Uni Eropa menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan berbagai pembaruan
regulasi, efektivitas sistem penegakan hukumnya masih lebih rendah dibandingkan dengan mekanisme
yang diterapkan di Uni Eropa, terutama dalam aspek ekstradisi, harmonisasi regulasi, dan kerja sama
internasional. Dari analisis tren kasus kejahatan transnasional, terlihat bahwa Indonesia mengalami
peningkatan jumlah kasus dari 3.500 kasus pada tahun 2018 menjadi 10.500 kasus pada tahun 2023,
sementara Uni Eropa menunjukkan peningkatan dari 8.200 kasus menjadi 15.800 kasus pada periode
yang sama. Namun, meskipun kedua wilayah mengalami tren peningkatan, sistem hukum di Uni Eropa
lebih efektif dalam menangani kasus-kasus ini dengan menerapkan mekanisme ekstradisi yang lebih

cepat serta harmonisasi kebijakan yang lebih kuat antarnegara anggota. Selain itu, efektivitas penegakan




hukum di Indonesia masih terhambat oleh perbedaan regulasi dan kurangnya koordinasi antara lembaga
penegak hukum nasional dan internasional. Data penelitian menunjukkan bahwa Indonesia hanya
mencapai tingkat keberhasilan ekstradisi sebesar 45%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Uni
Eropa yang mencapai 85%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki

banyak hambatan struktural dalam menindak kejahatan lintas negara secara efektif.

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi (Rachman & Gaol, 2025), yang menemukan bahwa negara-
negara berkembang sering kali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan hukum pidananya dengan
standar internasional, terutama dalam nangﬂni kejahatan lintas negara. (Sundram, 2024) juga
menyoroti bahwa harmonisasi regulasi antara negara-negara berkembang dan negara maju menjadi
faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional.
Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa perbedaan dengan studi sebelumnya. Misalnya,
(Wicaksono & Yasin, 2024) menyatakan bahwa mekanisme ekstradisi yang lebih cepat dapat
mempercepat proses hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional. Meskipun penelitian ini
menemukan bahwa Uni Eropa memiliki mekanisme ekstradisi yang lebih efisien melalui EAW,
penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada kesiapan
kelembagaan dan koordinasi antarnegara. Dalam konteks Indonesia, tantangan utama bukan hanya pada
perjanjian eckstradisi itu sendiri, tetapi juga pada efektivitas aparat penegak hukum dalam
mengimplementasikannya. Selain itu, penelitian oleh (Fikri, 2024) mengungkap lﬁwa regulasi di
Indonesia belum cukup kuat dalam menangani kejahatan siber lintas negara. Temuan ini sejalan dengan
hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kejahatan siber di Indonesia terus meningkat, sementara
mekanisme hukum yang ada belum cukup adaptif untuk menanggapi dinamika kejahatan berbasis

teknologi digital.

Salah satu hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun ada peningkatan jumlah
kasus kejahatan transnasional yang berhasil diidentifikasi dan ditindaklanjuti, efektivitas hukuman yang
diberikan masih belum cukup memberikan efek jera. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat residivisme,
dengan lebih dari 40% pelaku yang telah dihukuméembali melakukan kejahatan dalam kurun waktu
kurang dari dua tahun setelah dibebaskan. Temuan ini berbeda dengan studi (Lubis et al., 2023), yang
menunjukkan bahwa hukuman yang lebih berat secara signifikan mengurangi angka kejahatan lintas
negara. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, tidak hanya beratnya hukuman yang
menjadi faktor utama, tetapi juga efektivitas sistem pemantauan pasca-penahanan serta pengawasan
terhadap aktivitas pelaku setelah mereka bebas. Selain itu, meskipun Uni Eropa memiliki sistem
penegakan hukum yang lebih kuat, penelitian ini menemukan bahwa kerja sama internasional tetap
menjadi faktor krusial dalam keberhasilan penindakan kejahatan transnasional. Studi (Kelly, 2023)
sebelumnya menyatakan bahwa kerja sama internasional yang erat dapat meningkatkan efektivitas

investigasi kejahatan lintas negara. Namun, dalam konteks Indonesia, kerja sama dengan negara lain




masih terbatas, terutama dalam hal pertukaran data dan akses terhadap informasi keuangan yang sering

kali menjadi kendala dalam menangani kejahatan seperti pencucian uang dan perdagangan manusia.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas sistem hukum pidana dalam menghadapi kejahatan transnasional. Temuan ini
mendukung teori bahwa harmonisasi regulasi serta kerja sama internasional yang kuat merupakan
elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum di era globalisasi. Secara praktis, hasil
penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem
hukum pidana Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya reformasi kebijakan ekstradisi
agar lebih cepat dan efisien, seperti menerapkan model yang lebih terintegrasi dengan sistem hukum
negara lain. Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan kerja sama hukum dengan negara-negara yang
memiliki tingkat kejahatan transnasional yang tinggi agar proses investigasi dan penegakan hukum
dapat lebih efektif. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan kapasitas lembaga penegak
hukum, termasuk dalam aspek teknologi forensik digital untuk menangani kejahatan siber. Uni Eropa
telah menerapkan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola kejahatan
lintas negara, dan pendekatan serupa dapat diterapkan di Indonesia guna meningkatkan efektivitas

penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar hasilnya dapat

diinterpretasikan secara lebih proporsional. Salah satu keterbatasan utama adalah cakupan penelitian
yang masih terbatas pada analisis regulasi di Indonesia dan Uni Eropa, tanpa mempertimbangkan
negara-negara lain di Asia yang mungkin memiliki model hukum yang lebih relevan dan dapat dijadikan
pembanding. Padahal, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, atau Singapura telah menerapkan
kebijakan hukum yang berbeda dalam menangani kejahatan transnasional, yang bisa menjadi referensi
penting dalam penelitian lebih lanjut. Selain itu, jumlah responden dalam wawancara masih relatif
terbatas, khususnya dalam menggali perspektif aparat penegak hukum mengenai efektivitas
implementasi kebijakan yang ada. Hal ini berpotensi memengaruhi generalisasi temuan penelitian,
terutama dalam memahami sejauh mana regulasi yang berlaku dapat diterapkan secara efektif dalam
praktik hukum sehari-hari. Di samping itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek analisis
hukum, sehingga belum mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang juga berperan dalam
efektivitas regulasi dalam menangani kejahatan transnasional. Faktor-faktor seperti tingkat
kesejahteraan ekonomi, kesenjangan sosial, serta akses terhadap layanan hukum dapat mempengaruhi
implementasi kebijakan yang ada, sehingga perlu dipertimbangkan dalam studi selanjutnya untuk

memperoleh pemahaman yang lebih holistik.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat lebih fokus pada
analisis perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang
atau Korea Selatan, yang telah mengembangkan regulasi yang lebih ketat dalam menangani kejahatan

transnasional. Perbandingan tersebut dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana perbedaan




struktur hukum dan pendekatan kebijakan di masing-masing negara berdampak pada efektivitas
penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara. Selain itu, studi lebih lanjut dapat mengeksplorasi
bagaimana kebijakan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan transnasional dapat membantu mengurangi
tingkat residivisme, dengan mempertimbangkan berbagai model rehabilitasi yang telah diterapkan di
negara lain. Fokus pada pendekatan rehabilitatif ini dapat memberikan alternatif terhadap pendekatan
hukum yang bersifat represif, sehingga kebijakan yang diterapkan menjadi lebih seimbang dan

berorientasi pada solusi jangka panjang.

Penelitian mendatang juga dapat meneliti lebih lanjut bagaimana teknologi dapat digunakan untuk
meningkatkan efektivitas sistem hukum, terutama dalam aspek investigasi forensik digital dan deteksi
pola kejahatan lintas negara. Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data besar
dapat membantu mengidentifikasi modus operandi pelaku kejahatan secara lebih cepat dan akurat,
sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efisien. Selain itu, integrasi sistem teknologi informasi
dalam kerja sama antarnegara dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas koordinasi
penegakan hukum di tingkat internasional. Studi lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama ini akan
membantu mengidentifikasi tantangan serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem
hukum pidana dalam menghadapi kejahatan transnasional. Dengan adanya amﬁis yang lebih
mendalam mengenai peran teknologi dalam penegakan hukum, diharapkan penelitiap yang akan datang
dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan strategi hukum yang lebih

adaptif terhadap dinamika kejahatan lintas negara.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih memiliki kelemahan dalam
menangani kejahatan transnasional dibandingkan dengan sistem hukum yang diterapkan di Uni Eropa.
Perbedaan ini terlihat dalam mekanisme ekstradisi, kerja sama internasional, serta harmonisasi regulasi
dengan standar hukum global. Mekanisme ekstradisi di Indonesia masih bergantung pada perjanjian
bilateral, yang sering kali memperlambat proses hukum dan memberi peluang bagi pelaku kejahatan
lintas negara untuk menghindari proses peradilan. Sebaliknya, Uni Eropa telah menerapkan sistem
EAW, yang memungkinkan ekstradisi dilakukan secara lebih cepat dan efisien di antara negara-negara
anggotanya. Selain itu, kerja sama internasional dalam penegakan hukum di Indonesia masih terbatas,
baik dalam pertukaran informasi maupun koordinasi dengan lembaga penegak hukum negara lain. Uni
Eropa, dengan dukungan Europol dan Eurojust, telah menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam
menangani kejahatan transnasional dengan sistem yang lebih terkoordinasi. Di sisi lain, kapasitas aparat
penegak hukum di Indonesia masih perlu ditingkatkan, baik dalam hal pelatihan teknis maupun
pemanfaatan teknologi modern untuk investigasi kejahatan lintas negara. Dengan mempertimbangkan
berbagai temuan dalam penelitian ini, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif agar sistem
hukum pidana Indonesia dapat lebih efektitf dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang

semakin kompleks.




Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam
penelitian masa depan guna memperkaya pemahaman mengenai efektivitas hukum pidana dalam
menangani kejahatan transnasional. Salah sab aspek yang perlu dikaji lebih mendalam adalah
perbandingan hukum pidana Indonesia dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang dan Korea
Selatan, yang telah mengembangkan mekanisme hukum yang lebih ketat dalam menangani kejahatan
lintas negara. Kajian ini dapat memberikan wawasan mengenai kebijakan yang dapat diadopsi atau
disesuaikan dengan kebutuhan sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat
mengeksplorasi efektivitas kebijakan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan transnasional dalam mengurangi
tingkat residivisme. Pendekatan rehabilitatif dapat menjadi alternatif terhadap model penegakan hukum
yang bersifat represif, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih berimbang dalam mencegah dan

menangani kejahatan lintas negara.

Penelitian mendatang juga dapat menelaah lebih lanjut bagaimana teknologi dapat digunakan untuk
meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Kajian
mengenai penerapan kecerdasan buatan, analisis data besar, serta teknologi forensik digital dalam
ﬁestigﬂsi kriminal dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana inovasi teknologi dapat
mempercepat proses identifikasi dan penindakan terhadap pelaku kejahatan lintas negara. Penggunaan
kecerdasan buatan dalam analisis pola kejahatan, misalnya, memungkinkan aparat penegak hukum
untuk mengidentifikasi jaringan kriminal secara lebih cepat melalui pemrosesan data yang luas dan
akurat. Selain itu, teknologi forensik digital berperan penting dalam mengungkap bukti elektronik yang
tersembunyi, yang sering kali menjadi elemen kunci dalam kejahatan siber dan pencucian uang lintas
negara. Studi lebih lanjut mengenai kerja sama internasional dalam penegakan hukum juga dapat
menjadi fokus penelitian, khususnya dalam aspek integrasi sistem informasi antarnegara dan mekanisme
pertukaran data yang lebih efektif. Penguatan infrastruktur digital dan kebijakan berbasis teknologi
dapat memberikan landasan yang lebih kuat bagi sistem hukum pidana dalam merespons dinamika

kejahatan transnasional yang semakin kompleks.
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